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ABSTRAK 
 

PENGARUH EKSTENSIFIKASI  DAN INTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP 
PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN 

 
The Effect of Extensification and Intensification Tax on Tax Revenue 

 
Yunus Manaf Mat Dechan 

Yulianus Sampe 
Christian Mangiwa 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi 
pajak terhadap penerimaan pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif bersifat deskriptif. Data yang diolah 
adalah data yang diperoleh dari hasil kuesioner serta data terkait penerimaan 
pajak, jumlah wajib pajak dan biografi KPP Pratama Makassar Selatan. Hasil 
penelitian menunjukkan Ekstensifikasi berpengaruh signifikan. Sedangkan 
Intensifikasi tidak signifikan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terjadi 
penurunan tingkat persentasi penerimaan pajak di tahun 2016 dan 2019 dan 
kembali mengalami kenaikan 2017 dan 2018. 
 
Kata Kunci : Ekstensifikasi, Intensifikasi, pajak 
 
This study aims to measure the effect of tax extensification and intensification on 
tax revenue. This type of research used in this research is descriptive quantitative 
research. The data processed is data obtained from the results of questionnaires 
and data related to tax revenue, the number of taxpayers and the biography of 
South Makassar KPP Pratama. The results showed that extensification had a 
significant effect. Meanwhile, intensification is not significant. The results of this 
study also show that there was a decrease in the percentage level of tax revenue 
in 2016 and 2019 and again experienced an increase in 2017 and 2018. 
 
Keywords: Extensification, Intensification, tax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang giat  

melakukan pembangunan, baik pembangunan manusia maupun pembangunan 

infrastruktur atau pembangunan fisik demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. 

Dalam menjalankan tugas dan pembiayaan pembangunan negara, Pajak 

berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam 

menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah tentunya membutuhkan dana 

yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah memiliki sumber penerimaan dari 

berbagai sektor. Mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar negara, tentu 

saja pemerintah berupaya untuk  meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor 

yang sangat potensial ini. 

Menurut  Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. 

Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Ditjen 

Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap 

kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi 

penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan 

menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada 

wajib pajak.  

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak ialah 

meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, perluasan objek pajak, dan 
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penggalian objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam 

administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Meningkatkan penerimaan pajak, 

dimana yang menjadi tanggung jawab aparat perpajakan, maka upaya yang 

ditempuh antara lain Direktur Jendral Pajak telah mengeluarkan surat edaran 

tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.  

Menurut Lainutu (2013) ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan 

jumlah wajib pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pembinaan kualitas aparatur  

perpajakan,  pelayanan  prima  terhadap  wajib  pajak,  dan  pembinaan  kepada  

para  wajib  pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan 

penagihan pasif dan  aktif serta penegakan hukum. 

Pengertian Esktentifikasi (Direktorat Jendral Pajak, Surat Edaran Dirjen 

Pajak Nomor SE-14/PJ/2019) merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan 

oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat yang subjektif dan 

objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib 

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Sedangkan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian 

penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau 

terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), dari hasil 

pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. 

Berdasarkan Data jumlah Wajib Pajak terdaftar di Indonesia hanya tercatat 

sekitar 30 juta WP. Dari angka tersebut, WP yang melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hanya sebanyak 12 

juta WP. Sementara jumlah orang kaya di Indonesia diperkirakan mencapai 50 

juta jiwa, Menurut Pengamat Ekonomi, Aviliani  jika dibagi masyarakat Indonesia 

250 juta orang, orang kaya di Indonesia mencapai 50 juta jiwa yang harusnya 

sudah punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Sedangkan yang serahkan 
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SPT 12 juta WP, itupun belum semua WP melaporkan SPT dengan benar yang 

artinya  masih banyak masyarakat indonesia yang belum patuh membayar pajak 

(https://www.liputan6.com/bisnis/read/2821829/ri-punya-50-juta-orang-kaya-tapi-

tidak-semua-punya-npwp) . Untuk mengatasi masalah masih rendahnya jumlah 

Wajib Pajak terdaftar maka Dirjen Pajak menerapkan berbagai kebijakan 

ekstensifikasi yang bertujuan untuk menjangkau seluruh Wajib Pajak yang belum 

terdaftar. 

Dari data jumlah Wajib Pajak tersebut Kepatuhan formal Wajib Pajak (WP) 

hingga Juli 2019 baru sebesar 12,3 juta atau 67,2% dari jumlah WP yang wajib 

menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta. Menanggapi masalah ini, Dirjen Pajak 

mengeluarkan berbagai kebijakan intensifikasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan pungutan pajak potensial yang masih belum tergarap. 

Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan 

Pajak yang dilakukan oleh Cristover dan Rondonuwu (2016) yang meneliti 

tentang Pemahaman Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir 

Barat dengan hasil penelitian secara signifikan ekstensifikasi tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dari hasil penelitian yang 

sebelumnya hasilnya tidak jauh berbeda dari penelitian sebelumnya yang 

menyebutkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ekstensifikasi 

wajib pajak tidak efektif dan tidak terlalu mempengaruhi, akan tetapi 

pelaksanaannya berlebihan sehingga kinerja yang ditunjukkan sangat baik 

padahal faktor ini dianggap kurang penting, yang dapat menyebabkan inefisiensi 

dan pemborosan. 

Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak 

yang dilakukan oleh Barkah (2016) tentang Intensifikasi pajak yang menyebutkan 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/2821829/ri-punya-50-juta-orang-kaya-tapi-tidak-semua-punya-npwp
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2821829/ri-punya-50-juta-orang-kaya-tapi-tidak-semua-punya-npwp
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dalam penelitiannya berdasarkan hasil analisis verifikatif, kegiatan intensifikasi 

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi & Maulida (2012) juga mendukung, penelitian yang 

dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif mengatakan intensifikasi pajak atau 

penggalian potensi pajak terpadu terdapat pada kontribusi suatu wilayah ataupun 

sektor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama. Namun, penerimaan pajak masih belum pernah tercapai. 

Berdasarkan kesenjangan teori dengan realita yang terjadi berdasarkan 

fenomena diatas, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian guna 

mengetahui lebih pasti pengaruh ekstentifikasi dan intensifikasi terhadap 

persepsi fiskus tentang penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan objek 

perusahaan KPP Makassar Selatan karena pengaruh persepsi fiskus tentang 

penerimaan pajak dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak. 

Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan berjudul “Pengaruh 

Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP 

Pratama Makassar Selatan”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah Ekstensifikasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada 

KPP Pratama Makassar Selatan? 

2. Apakah Intensifikasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP 

Pratama Makassar Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Ekstensifikasi terhadap 

Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Intensifikasi terhadap 

Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

referensi, pembanding untuk menambah ilmu, serta memberikan wawasan baru 

mengenai Ektensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi pajak terhadap penerimaan 

pajak. 

1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat 

membandingkan hasil penelitian sebelumnnya tentang Pengaruh Ekstensifikasi 

Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut. 

BAB I  Pendahuluan 

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah 

yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai 

teori-teori yang terkait dengan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak 

serta  Penerimaan Pajak.yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini 

serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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BAB III  Metode Penelitian 

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian, variabel penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data yang 

terdiri jenis dan sumber data. Dalam bab tiga juga diuraikan tentang metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi gambaran umum penelitian, hasil dan pembahasan  

penelitian. Pada bab ini merupakan inti dari pembahasan dari  permasalahan 

yang akan diangkat dalam penelitian ini. 

BAB V Penutup 

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. 

Dimana kesimpulan ini merupakan simpulan dari hasil penelitian, serta saran 

yang dapat membangun pihak yang terkait atau penelitian selanjutnya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pajak 

Pajak merupakan sumber dana terbesar yang diterima oleh pemerintah. 

Oleh karena itu maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi 

salah satu fokus dari pemerintah. Saat ini pajak merupakan sumber utama dana 

penerimaan dalam negeri Indonesia. Dengan demikian pajak merupakan sumber 

penerimaan strategis yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan 

masyarakat menuju kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, 

oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat 

berjalan dengan lancar dan baik.  

Defenisi pajak menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang 

perubahan ke-empat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi:  

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang  

pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,  

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran atau pungutan rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan 

pelaksanaanya) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara 

langsung, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran kebutuhan negara. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang 

secara langsung dapat ditunjuk. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Ilyas dan Burton (2014:13-14) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu 

fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Namun dalam perkembangannya, fungsi 

pajak tersebut dapat dikembangkan dan dapat ditambahkan 2 fungsi lagi, yaitu 

fungsi demokrasi dan fungsi retribusi. 

1. Fungsi budgeter 

Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan 

uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin  dan 

pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan 

sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. 

2. Fungsi regulerend 

Bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. 

Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta. 

3. Fungsi demokrasi. 

Pajak adalah suatu fungsi yng merupakan salah satu penjelmaan atau 

wujud sistem gotong-royong, termakud kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan demi kemaslahatan manusia. 
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4. Fungsi redistribusi. 

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan 

dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif 

progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang 

mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada 

masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit(kecil). 

2.1.3 Wajib Pajak 

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2014:37) dapat dibagi 

menjadi empat macam, yaitu. 

1. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh 

seseorang. 

2. Semiself assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk 

menentukan besarnya pajak yang terhutang. 

3. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
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memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya 

untang pajak. 

4. Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya 

pajak yang terutang. 

2.2      Ekstensifikasi Wajib Pajak 

Menurut Direktorat Jendral Pajak ( Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-

14/PJ/2019) ekstensifikasi merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh 

DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat yang subjektif dan 

objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib 

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.  

Sedangkan menurut Vergina dan Juwita (2013) Ekstensifikasi wajib pajak 

adalah kegiatan yang berhubungan dengan penambahan jumlah wajib pajak 

(WP) terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP). Bahwa ekstensifikasi perpajakan, secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Ekstensifikasi 

 Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE–

13/PJ./2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 

175/PJ./2006 tujuan dan sasaran ekstensifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan ekstensifikasi adalah pemberian NPWP dengan 

memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban 

perpajakan yang timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap 

mengacu pada prinsipself assessment. 

2. Sasaran ekstensifikasi adalah dilaksanakan secara menyeluruh 

terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh WP12OP baik yang telah memiliki NPWP maupun 
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belum. Bagi Wajib Pajak OP yang telah memiliki NPWP, data dan 

identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan. 

2.2.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Ekstensifikasi  

 Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE –

06/PJ.9/2001tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi 

Pajak, ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi meliputi : 

1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian 

NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang 

berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat 

tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi 

lainnya ( termasukorang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau 

orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, 

terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di 

sentraperdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau 

mal atauplaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya. 

3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib 

Pajakbadan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata 

belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau 

lokasi. 

4. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang 

harusdisetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang 

bersangkutan. 

5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam 

tahunberjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai 
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usaha disentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau 

perkantoran atau malatau plaza atau sentra ekonomi lainnya. 

2.3       Intensifikasi Pajak 

 Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan 

pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam 

administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Hal ini 

terdapat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE –06/PJ.9/2001 

tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. 

Menurut Arsyad (2013:5), kegiatan intensifikasi pajak ini dapat 

diwujudkan dengan peningkatan tarif pajak, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak 

dalam membayar kewajiban perpajakannya menggunakan kekuatan hukum 

seperti penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak), pemeriksaan, penyidikan, 

penagihan aktif pemberian sanksi dan denda serta melalui pengadilan atas 

tindakan pidana karena lalai membayar pajak, peningkatan kualitas aparatur 

perpajakan (tax administration reform), pembinaan kepada Wajib Pajak dan 

pengawasan administratif. 

Tujuan utama pelaksanaan intensifikasi pajak adalah untuk 

mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak, yang dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak pada kinerja dan sistem administrasi sehingga target 

penerimaan pajak yang diberikan oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak dapat dipenuhi. 

Hal ini dipaparkan oleh Selvia dan Abriandi (2014). 

2.4   Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Ekstensifikasi dan 

 Intensifikasi Pajak 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE– 

06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi 

Pajak, disebutkan bahwa unit organisasi dan petugas pelaksana yang 
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melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak adalah sebagai 

berikut: 

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota 

kedudukan KPP. 

2. Dalam hal kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak 

dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP 

dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak 

Langsung Lainnya, serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada 

Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak. 

3. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan 

intensifikasi pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh Tim atau Satuan 

Tugas yang dikoordinir oleh Kepala KPP dengan pengarahan dan 

pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Petugas pelaksana 

yang melaksanakan ekstensifikasi: 

a. Petugas yang ditunjuk oleh kepala KPP 

b. Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP 

c. Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP 

 

2.5    Penerimaan Pajak 

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 “Penerimaan pajak adalah semua 

penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan 

internasional”.   

Menurut Suherman (2011) penerimaan pajak adalah penghasilan yang 

dperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai 
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pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut 

akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati 

oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan 

kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan  sosial. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Vergina & 

Juwita 

(2013) 

Pengaruh Ekstensifikasi 

dan Intensifikasi Terhadap 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang 

Pribadi  di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama  

Palembang Ilir Barat 

- Secara simultan 

ekstensifikasi dan 

intensifikasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak 

penghasilan orang 

pribadi 

- Secara parsial 

ekstensifikasi 

sebesar 36,2% dan 

thitung < t tabel 

(1,975< 1,990), dan 

intensifikasi sebesar 

1,5% dant hitung < t 

tabel (0,119< 1,990). 
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2. Hehakaya 

(2016) 

Pengaruh Ekstensifikasi 

Dan Intensifikasi Pajak 

Terhadap Peningkatan 

Penerimaan Pajak 

- Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

ekstensifikasi pajak 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak 

sebesar 13,7%. Hal 

ini berarti apabila 

kegiatan 

ekstensifikasi pajak 

ditingkatkan, maka 

penerimaan 

pajakpun akan 

meningkat  

- Hasil penelitian 

adalah bahwa 

intensifikasi pajak 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak 

sebesar 77,78%. Hal 

ini bermakna apabila 

kegiatan intensifikasi 

pajak ditingkatkan 
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maka penerimaan 

pajak yang 

dihasilkanpun akan 

meningkat 

3 Arnold Putra 

Christover & 

Sintje 

Rondonuwu 

(2016) 

Pemahaman 

Ekstensifikasi Wajib Pajak 

Dan Intensifikasi Pajak 

Terhadap Persepsi Fiskus 

Tentang Penerimaan 

Pajak 

- Hasil uji t 

menunjukan bahwa 

pemahaman 

ekstensifikasi wajib 

pajak tidak 

berpengaruh 

signifikan secara 

statistik terhadap 

persepsi fiskus 

tentang penerimaan 

pajak, hal ini terlihat 

pada nilai t hitung 

untuk variabel 

pemahaman 

ekstensifikasi wajib 

pajak 0.881 adalah 

dengan nilai 

signifikasi sebesar 

0.385> 0.05. Tetapi 

secara bersama-

sama pemahaman 

ekstensifikasi wajib 
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pajak berpengaruh 

pada persepsi fiskus 

tentang penerimaan 

pajak.  

-  Hasil uji t 

menunjukan bahwa 

pemahaman 

intensifikasi pajak 

berpengaruh 

signifikan secara 

statistik terhadap 

persepsi fiskus 

tentang penerimaan 

pajak, hal ini terlihat 

pada t hitung untuk 

variabel pemahaman 

intensifikasi pajak 

2.477 adalah dengan 

nilai probabilitas 

signifikasi 0.019< 

0.05. 

4 Ngadiman dan 

Felicia (2017) 

Pengaruh Ekstensifikasi 

Pajak, Intensifikasi Pajak, 

Kenaikan PTKP, Dan Tax 

Holiday Terhadap 

Penerimaan 

- Ekstensifikasi pajak 

secara parsial 

memiliki pengaruh 

signifikan 

terhadappenerimaan 
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Pajak Orang Pribadi Di 

Jakarta Barat 

pajak Orang Pribadi 

- Intensifikasi pajak 

secara parsial 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak 

Orang Pribadi. 

5. Ahsan Alimin 

(2012) 

Pengaruh Ekstensifikasi 

Pajak Dan Intensifikasi 

Pajak Terhadap 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan 

- Ekstensifikasi pajak 

berpengaruh 

terhadap penerimaan 

pajak penghasilan 

pada KPP Dengan 

kategori korelasi 

sedang, yang artinya 

jika ekstensifikasi 

pajak naik maka 

penerimaan pajak 

penghasilan naik.  

- Intensifikasi pajak 

berpengaruh 

terhadap penerimaan 

pajak penghasilan 

pada KPP Pratama 

Majalaya. Degan 

kategori korelasi 

sedang, yang artinya 
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jika intensifikasi 

pajak naik maka 

penerimaan pajak 

penghasilan akan 

naik. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep 

suatu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti, seperti 

hubungan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak terhadap 

Penerimaan Pajak. 

Ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) adalah aktifitas yang berkaitan dengan 

penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek dalam administrasi 

Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ). Ketika Aparatur Pajak atau Fiskus melakukan 

kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat objek dan 

subjektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan maka Penerimaan Pajak belum mengalami 

Peningkatan pada Penerimaan Pajak. 

Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak 

terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam 

administrasi Direktorat Jendral Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib 

pajak. Ketika Aparatur Pajak atau Fiskus melakukan optimalisasi kegiatan 

pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat objek dan subjektif 

atau yang telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak maka 

Penerimaan Pajak postif mengalami peningkatan. 
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Berdasarkan teori diatas, maka kerangka konseptual dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan suatu tanggapan yang digunakan sebagai dasar 

dalam pembuatan keputusan solusi persoalan dan juga untuk dasar penelitian 

lebih lanjut. 

2.8.1 Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Paja k 

Menurut Direktorat Jendral Pajak ( Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-

14/PJ/2019) ekstensifikasi merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh 

DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat yang subjektif dan 

objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib 

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Dalam penelitian Barkah (2016) yang berjudul “Pengaruh Ekstensifikasi 

dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah” menghasilkan 

bahwa Ekstensifikasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

Ekstensifikasi Wajib Pajak 

(X1) 

 

Intensifikasi Wajib Pajak 

(X2) 

Penerimaan Pajak 

(Y) 
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sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain seperti kepatuhan perpajakan. 

Terdapat hubungan yang kuat antara ekstensifikasi Wajib Pajak dengan 

penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak 

dapat melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. 

Hipotesis 1 (H1) : Ekstensifikasi Wajib Pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Penerimaan Pajak. 

2.8.2 Pengaruh Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. 

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan 

pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam 

administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Hal ini 

terdapat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE –06/PJ.9/2001 

tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak 

Menurut Barkah (2016) intensifikasi perpajakan memberikan pengaruh 

positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak sementara sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain seperti kesadaran wajib pajak. Terdapat hubungan yang kuat 

antara intensifikasi perpajakan dengan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan 

bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melaksanakan kegiatan 

intensifikasi perpajakan. 

Hipotesis 2 (H2) : Intensifikasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Penerimaan Pajak 


